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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

XXXXXXXXX, bertempat tinggal di X, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06

Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor
369/Pdt.G/2020/PA.Prgi, tanggal 06 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/17/1X/2014 tertanggal 29 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah.
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2
keturunan yaitu :

- X, umur 5 tahun;

- XX, umur 3 tahun;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi
perselisihan dan pertengkaran namun sejak bulan Mei tahun 2017 Tergugat
tanpa izin dari Penggugat tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau
kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang;

4. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) berturut-turut hingga
sekarang, Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali
membina rumah tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut
tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali
ke rumah kediaman bersama,;

5. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya
kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung
sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk
tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun
Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah
meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat
meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
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8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, serta ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan

yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak
datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus di

periksa secara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa ;
A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/17/1X/2014 tanggal 29 Juni 2014
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan X, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, bermeterai cukup dan
dinazegelen pos, setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh
Majelis Hakim diberi tanda (P.);
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXX, yang merupakan x Penggugat, dibawah
sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah, menikah pada tahun 2014;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisabh;
- Pada mulanya Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua
orang anak;
- Sepengetahuan saksi, kurang lebih selama 3 (tiga)
tahun atau sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena
Tergugat tanpa izin dari Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Saksi mengetahui karena saksi hidup satu rumah
dengan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sejak pisah atau meninggalkan Penggugat

tidak pernah lagi memberikan nafkah;
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- Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat dan
mengajak pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat
sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat dan
selanjutnya antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi;

- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan

Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

2. SAKSI 2, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX, yang merupakan x Penggugat, dibawah sumpahnya
saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah, menikah pada tahun 2014;

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisabh;

- Pada mulanya Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua
orang anak;

- Sepengetahuan saksi, kurang lebih selama 3 (tiga)
tahun atau sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena
Tergugat tanpa izin dari Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Saksi mengetahui karena sebagai adik kandung
masih satu rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan
mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak ada dirumah;

- Tergugat sejak pisah atau meninggalkan Penggugat
tidak pernah lagi memberikan nafkah;

- Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat dan

mengajak pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat
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sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat dan
selanjutnya antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi;

- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan

Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan,
maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum
dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara
mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta
tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019. Maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara
ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada
Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum
tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka
pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum
Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada
Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada
Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Mei tahun
2017 Penggugat meninggalkan Tergugat atau selama lebih dari 2 (dua) tahun
berturut-turut hingga sekarang, tanpa izin dari Tergugat dan tanpa alasan yang
sah, Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk kembali rukun
tapi tidak berhasil. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk
tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat
menyatakan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian
dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, maka Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali
membina rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat tidak kunjung
menemui Penggugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan
untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan ketentuan Pasal
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149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini dimaksudkan
agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang
paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-
wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini
sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh lbn
‘Umar sebagai berikut:

ol 5 —(2178) 3505 sl ols,) .3 Wall L o9 ¢ a Ul JI J Wl Zas
OluwY! o 1 simedl 18 aSI Jlsg (2018) azls

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.
hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”).
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan
sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 8 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal
perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami isteri yang
sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar
hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua)
orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah pada
persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para
saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174
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R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175
R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi
untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat
sudah tidak hidup bersama sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang yakni
lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut karena Tergugat meninggalkan
rumah tanpa izin Penggugat namun Tergugat tidak pernah kembali menemui
Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena
itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan
dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada
tanggal 28 Juni 2014 dan sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak
bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang yakni kurang lebih 3 (tiga) tahun,
tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat namun Tergugat
sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat dan pihak keluarga
sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat, namun tetap tidak
berhasil;
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- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk
menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan
yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah
Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami
istri; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut; ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan
tanpa alasan yang sah; keempat, salah satu pihak menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama; kelima,
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu
persatu dengan menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan
di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri menikah pada tanggal 28 Juni 2014, menunjukkan unsur pertama

telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
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oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan

hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang yakni kurang lebih 3
(tiga) tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah
terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dari Penggugat,
menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak

meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat sudah berusaha menemui
Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama
membina rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa unsur keempat telah
terpenuhi dimana salah satu pihak menunjukkan sikap tidak mau kembali ke

rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan
telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan
Terggugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut
tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana
tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam

satu ikatan rumah tangga;

Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut
tanpa alasan yang sah serta Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat
untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian

tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu
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ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk
saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling
membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada
Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat
beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai
dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Figih yang terdapat pada Kitab Qurtubi
Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

berbunyi :

ade oSoug il gownis ojimisl S,IeUVIl 0,905 juks ade aSuVg
©)gsa> pris
Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada
Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi)
atau ta’azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi

dan diputus tanpa kehadirannya “
Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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yang telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan kedua dengan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari tanggal 07 September
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh
Muammar, H.A.T., S.H.l., M.H., sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh,
S.H.l, M.Sy. dan Mad Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar, H.A.T., S.H.l.,, M.H.,
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.l., M.Sy. Mad Said, S.H.

Panitera,

Tadarin, S.H

Perincian Biaya Perkara :
- Pendaftaran . Rp. 30.000,-

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 450.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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